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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan
pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RP]P),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap
semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang,
sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan

pelaksanaan tugas.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang memuat
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Koperasi dan UKM
Provinsi Sumatera Barat. Dokumen ini memberikan gambaran wujud pelayanan Dinas
Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 dan berfungsi sebagai acuan
dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

dalam penyelenggaraan pembangunan Koperasi dan UKM di daerah.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat memiliki
kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun
sesuai dengan periode Rensta Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM

Provinsi Sumatera Barat disusun oleh tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi
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Sumatera Barat , yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi
Sumatera Barat No.050./23¢c/DKUKM/IV/2021, tanggal 5 April 2021. Proses penyusunan

Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat meliputi tahapan :

a.  Persiapan penyusunan;

b.  Penyusunanrancangan awal;

c.  Penyusunanrancangan;

d. Pelaksanaanforum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.  Perumusanrancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Gambar 1
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENETAPAN

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain
baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra
Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam
penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan
arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Linkungan Hidup
Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam

penyusunan Renja Perangkat Daerah.
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1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera

Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor:11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 11 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026 adalah untuk memberi arah dan pedoman dalam perencanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat serta
sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
serta indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.
1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun

2021-2026 adalah untuk:
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1.4.

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung visi dan
misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Menjamin keterkaitan dan Kkonsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama
periode Renstra 5 (lima) tahun.

Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi
Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan

dokumen perangkat daerah tahunan.

Sistematika Penyusunan Renstra

Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun

berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daearh
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM.
2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM.
2.3. KinerjaPelayanan Dinas Koperasi, UKM
2.4. Tantangandan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Koperasi, UKM

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
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3.5. Penentuan [su-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
BabV Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII  Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII  Penutup
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan
Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Daerah, tugas pokok Dinas Koperasi, UKM adalah melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sedangkan fungsi Dinas Koperasi, UKM
adalah sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengabh.

3) Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan
Kabupaten/Kota

4) Pelaksanaan kesekretariatan dinas

5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Dinas
Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat adalah :

1) Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan
dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

(a) penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas

(b) penyelenggaraaan pembinaan dan penatan organisasi dan tata laksana di
lingkungan Dinas

(c) Penyelenggaraan pengelolan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

2) Bidang Perizinan dan Kelembagaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

perizinan, kelembagaan, monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi
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3)

4)

Untuk menyelengarakan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai

fungsi :

(a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

(b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknsi, pembinaan dan evaluasi di
bidang kelembagaan

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi, pelaporan dan data
koperasi

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

pengawasn, pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai

fungsi :

(a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian

(b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknsi, pembinaan dan pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan peraturan dan sanksi

Bidang Pemberdayaan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan

koperasi, fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas sdm koperasi,

pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

(a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha koperasi

(b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi
dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas sdm koperasi

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan

koperasi
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5) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan
usaha kecil, fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha
kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

mempunyai fungsi :

(a) penyiapan bahan perumusan Kkebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha kecil

(b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporandi bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan
usaha kecil

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan

6) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas
dibidang pendidikan dan latihan koperasi, Untuk menyelenggarakan tugas pokok
UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi menyelenggarakan fungsi:
(a) penyusunan rencana pembangunan teknsi operasional pendidikan dan latihan
koperasi
(b) pengkajian dan analisa teknis operasional pendidikan dan latihan koperasi
(c) pengujian dan persiapan teknologi pendidikan dan latihan koperasi dilapangan
(d) pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan latihan koperasi
(e) pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang
pendidikan dan latihan koperasi
(f) pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang pendidikan
dan latihan koperasi

(g) pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD
Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat adalah
sebagai berikut:
1. KepalaDinas

2. Sekretariat,yang membawabhi:
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a. Sub.Bagian Tata Usaha
b. Sub.Bagian Keuangan

c. Sub.Bagian Program

Bidang Perizinan dan Kelembagaan, yang membawabhi :
a. Seksi Perizinan
b. Seksi Kelembagaan

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Peengawasan dan Pemeriksaan, yang membawabhi :
a. SeksiPenilaian Kesehatan Koperasi

b. SeksiPemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

c. SeksiPenerapan Peraturan dan Sanksi.

Bidang Pemberdayan Koperasi, yang membawahi:

a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

c. SeksiPengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, yang membawabhi:

a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil

b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil

c. SeksiPeningkatan Kualitas Kewirausahaan

UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, yang membawahi :
a. Kasubag Tata Usaha
b. Kasi Pelaksanaan Program dan Pengembangan
c. KasiPenyelenggaraan Diklat

Selain struktur organisasi diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Propinsi Sumatera Barat juga mempunyai Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan

UMKM ( PLUT-KUMKM). Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM ( PLUT-

KUMKM) adalah lembaga yang memberikan pendampingan dan pemberdayaan lainnya

kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah secara komprehensif dan terpadu untuk

meningkatkan produksi, produktifitas, nilai tambah dan daya saingnya. Tujuan dari

program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM ( PLUT-KUMKM) adalah

menyediakan lembaga pendamping dan konsultan pendamping yang berfungsi dan
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berperan memberikan pendampingan dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan

UMKM.

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM ( PLUT-KUMKM) Provinsi

Sumatera Barat saat ini pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi,
UKM Provinsi Sumatera Barat mencakup sumber daya manusia serta sarana dan

prasarana.
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 78
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah, maka Dinas Koperasi, UKM memiliki struktur organisasi dan staf

pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
. Eselon | Eselon | Eselon Jabatan
No Uraian I I IV | Fungsional | Stf | Jumlah
Kepala Dinas Koperasi, i ) - )
L | UkM 1 1
2. | Sekretariat - 1 3 - 8 12
3. Bid.Pemberdayaan i 1 4 - 3 3
Koperasi
4 Bid. Perizinan dan i 1 3 - 4 3
Kelembagaan
5 Bid. Pepgawasan dan i 1 1 - 3 5
Pemeriksaan
Bid.Pemberdayaan i -
6. | Usaha Kecil 1 3 4 8
7. | Plt. UPTD Badiklat Kop - 1 2 - 9 12
8. | Widyaiswara - - - 3 - 3
9 Fungsional Pengawas i i ) 2 ) 2
" | Koperasi
10. | Fungsional Arsiparis - - - 1 - 1
Total 1 6 16 6 31 60
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Pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat terdapat 26 jabatan
struktural, yaitu:
1 Jabatan Kepala Dinas, Eselon 11

a.
b. 1]Jabatan Sekretaris dan 4 Jabatan Kepala Bidang Eselon III

c. 16]abatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon [V
d. 3Jabatan Widyaswara

2 Jabatan Fungsional Pengawasan
f. 1]Jabatan Fungsional Arsiparis

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Sumatera Barat menurut kondisi terakhir (per Desember 2020) berdasarkan
kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

: . Jumlah Menurut kelamin
No. Tingkat Pendidikan - . Total
Laki-laki Perempuan
1. | Strata?2 11 5 16
2. | Stratal 13 15 28
3. | Sarjaan Muda/D3 - 3 3
4. | SLTA 7 6 13
5. | SLTP - - -
6. | SD - - -
Jumlah 31 29 60

Dari tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan formasi
persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Dinas
Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak
60 (enam puluh) orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 2 adalah sebanyak 16
(enam belas) orang dan Strata 1 sebanyak 28 (dua puluh tujuh) orang, Sarjana Muda

sebanyak 3 (tiga) orang, dan SLTA sebanyak 13 ( tiga belas ) orang.

Ditinjau dari golongannya, komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas
Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan

rincian komposisi per golongan adalah sebagai berikut:

Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumatera Barat|



- Golonganl = - Orang

- Golongan 11 8 Orang
- Golongan III = 38 Orang

- Golongan IV = 14 Orang

Sedangkan komposisi pegawai khususnya Tenaga Fungsional berdasarkan jenjang
kepangkatan, latar belakang pendidikan, tingkatan dan keahlian yang dimiliki Dinas

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Tenaga Fungsional
No. Jenjang Jabatan Jenis Keahlian P,?,zg:lilhkiin Jumlah
Fungsional
Pengawasan - 6
Koperasi
1. | Pengawas Koperasi S1 1
Ahli Utama
2. | Pengawas Koperasi - S1 1
Ahli Utama
Fungsional Arsiparis
3. | Fungsional Ahli S1 1
Madya i
Widyaiswara
4. | Widyaiswara Madya - S2 2
5. | Widyaiswara Muda - S2 1

Dari sisi jumlah, sumber daya manusia (SDM) Dinas Koperasi, UKM Provinsi
Sumatera Barat terus berkurang setiap tahunnya sedangkan kebutuhan akan SDM yang
berkualitas terus meningkat seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan pencapaian
target kinerja organisasi sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Ke depan
diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai, baik melalui penerimaan PNS baru
maupun penerimaan pegawai pindah tugas paling tidak sama dengan jumlah pegawai
yang pensiun setiap tahunnya, sehingga pencapaian target kinerja Dinas Koperasi, UKM

di tahun 2021 - 2026 dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.
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2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Permasalahan pada sarana dan prasarana di Dinas Koperasi, UKM adalah
berkaitan dengan daya tampung lahan parkir yang tidak memadai dibandingkan dengan
jumlah kendaraan yang ada, terutama jika terdapat kegiatan rapat-rapat pada saat
bersamaan dan dengan melibatkan jumlah peserta yang banyak. Jumlah ruang rapat
yang akomodatif dirasa kurang terutama pada saat puncak-puncak pelaksanaan
kegiatan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa ruang rapat yang memerlukan

perbaikan-perbaikan sebelum bisa dimanfaatkan.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam

mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi, UKM dapat dilihat pada Tabel 2.4

berikut ini:
Tabel 2.4.
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat
No Jenis Barang Jumlah Kondisi
Sarana Transportasi
1. | Kendaraan Roda 4 7 Baik
2. | Kendaraan Roda 2 4 Baik
Peralatan dan Perlengkapan Baik
Kerja
1. | Meja 99 Sedang/Baik
2. | Kursi 145 Sedang/Baik
3. | Lemari/ Filling Cabinet/Rak 26 Sedang/Baik
4. | Komputer 18 Sedang/Baik
5. | Note Book 1 Rusak
6. | Printer 24 Baik
7. | Projector 1 Baik
8. | Layar Projector 14 Baik
9. | AC 24 Baik
12. | Pesawat Telepon/ Mesin Fax 6 Baik
13. | Scanner 1 Baik
14. | Mesin Ketik 13 Rusak/Sedang
15. | Mesin Pengahncur kertas 2 Baik
16. | Camera 3 Sedang
17. | CCTV 8 Baik
18. | UPS 12 Rusak
19. | Sound Sytem 6 Sedang
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20. | Warles 2 Sedang
21. | Tabung Pemadam Kebakaran 4 Baik
22. | Etalase 1 Baik

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Dinas Koperasi, UKM
memiliki aset-aset yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti; kendaraan
dinas operasional roda 4 berjumlah 7 buah, roda 2 sebanyak 8 buah serta
peralatan/perlengkapan kantor lainnya dengan anggaran untuk biaya pemeliharaan
yang juga cukup memadai.

2.3 KinerjaPelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari
pencapaian target kinerja sasaran strategis bidang koperasi dan UMKM selama periode
Rencana Strategis tahun 2016-2021. Pencapaian ini menjadi landasan bagi
penyempurnaan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan kebijakan lima tahun ke
depan dalam rangka mewujudkan koperasi dan UMKM yang lebih mandiri dan berdaya

saing.
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Tabel 2.5.
T.C.23 Pencapaian Pelayanan pada Dinas Koperasi, usaaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas | Target Indikator Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasic Capaian Tahun ke-

dan Fungsi 1] 2 | 3[4]3| 1] 2 3 | % 5 1 2 3 4 5

.1

1{Persentase peningkatan nilai asset | 8 8.3 9 |95 10 ||19,28(10,70 [ 1044 | 8,55 | 341 241 | 12694 | 116 [100,53( 3410

-

koperasi{%4)

2|Persentase peninghkatan nilai omset| 7 1o 8 (83| 9 | 639|910 (1061 | B35 |(1239)( 91,29 | 121,33 (132,62(100,59
koperasi{la)
3|Meningkatnya skala usaha UKM . W . - - - 1.2 | 134 - - - 100 11167 | -
binaan
4|Persentase koperasi aktif{(%4) 2 - [ #Fa [ 38 #a] - = |EEed | TEDE | 5641 100,22(100.04 | 71.60
5|Jumlah produk UMKM yang - - 40 | 40 | 40 k . 10 43 9 3 - 100 |112,50| 22,50

terstandarisasi (bh)

[

Milai evaluasi akuntahilitas kinerja| B B B BB | EE B B B BE B 100 100 100 | 100 an
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Pada tabel 2.5 diatas yaitu tabel pencapaian pelayanan Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 dapat kami sampaikan bahwa pada tahun
2018 berdasarkan evaluasi dari Tim Kemenpan RB terhadap Sakip Pemerintah Propinsi
Sumatera Barat , Tim menyarankan perubahan indikator kinerja pada Renstra Dinas
Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Indikator yang mengalami perubahan adalah
sebagai berikut :

(1) Indikator meningktanya skala usaha UKM binaan diganti menjadi indikator jumlah
produk UMKM yang terstandarisasi

(2) Indikator Persentase koperasi aktif yang semula tidak ada pada Renstra awal
dimunculkan pada indikator Renstra perubahan.

Apabila kita lihat dari capaian indikator kinerja yang tertera pada tabel 2.6 diatas
dapat kami informasikan bahwa pada umumnya indikator kinerja utama Dinas Koperasi,
UKM Provinsi Sumatera Barat pada umumnya tercapai sesuai dengan target yang
ditetapkan. Namun pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan pencapaian indikator
kinerja utama. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu :

a) Penurunan nilai asset koperasi disebabkan karena 1) adanya anggota koperasi
yang Kkeluar menjadi anggota karena adanya keinginan dari anggota untuk
menjadikan koperasi sebagai koperasi syariah; 2) banyaknya anggota koperasi
yang tidak membayar simpanan karena dampak dari covid-19.

b) Penurunan nilai omset koperasi disebabkan karena 1) banyaknya anggota KPN
yang merupakan guru-guru sekolah yang melunasi pinjamannya; 2) pada koperasi
sektor riil terjadi penurunan harga sawit, karet yang berdampak kepada
menurunnya omset koperasi; 3) banyaknya anggota koperasi yang tidak membayar
angsuran pinjaman karena dampak dari pandemi covid 19.

c) Penurunan persentase koperasi aktif disebabkan banyaknya koperasi yang tidak

melaksanakan RAT .
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Tabel 2.6.
T.C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Koperasi, usaaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (dalam juta)

b Anggaran PadaTabun(Rp, 000,000 Realisa Anggaran Pada Tahun RacoRealiasAnggaran Pada Tahun

2016 017 018 2019 00 it iy 018 2019 2020 | 2006 | 2007) 2018 | 2009 | 2020

Fendapan gOON0N0 | B00000|  3SO00000|  TRS0O00| 130000000 (  00GA00| 1000000  [600008 |  4%Le30000| LBOUA0L| 135 | 12675| S6029| G43%6 | 10334
Belas 1566375005 | Q308075080 | Z33TOSR0081| D3SOGISSA05 | 1eMRellefl| 1T270e0iade | D0SID6WTHY| J1ABOOGRHE | 2R153307T63 | LBAIITIT) BRL7 | S08% (810 | 9108 |04
| {Bela iosk Langsune TaTLE03 | 7035500060 | odinlesedl| TebadTaleh| ofEOLIe5| oeld0%ad6| BARMLTSL| eMLILLANL | TATaBIllo| se6TSLTA% | WM3 | %39 | %eal | §Ted | %10
I Bl Langung [OARRS0AD | GMMSARINE | IASHIALAA00 | IGDSRIRLASY| SOGLAG0SAR| 10GGLIVACER | I4RTIMLGL| 14ReBale0el | l4MOALLESY| BEITAGLERE | RS0 | B2 | %000 | GRZ3 | Be0
b |Bela gl 2505000 SEERTON0 BL4GLS00 | SERE4NN0 W4k | 9808
b (Belanl Barang oo s LLODHERLD | IADTTEL6 | 15Totdleall | 13363776353 | BSlod6ded | OUTRTA6E| 1DAAOL%61 | IHIeGIBTIR0| 1B3SSR053 | TIRLORLER1| 0se | BRO7 8879 | %67 |5l

G {BelaMod LGlo0000 | ETLEOB000 |  TEROO000| TRdCOO0|  BTA0SA0| efaalsall|  1€33A00N0 : 13000000 750as8%0 | 410 | S0al | %403 (412 | B
Jimlh BelniaA+ 8 (9ST4ITR08 | DR0GB07S080 | JRATROOL| JBSGATSRED | 1TOGIDEND| ITDGIADGARG| L0SCRAMATAY| DIATRLOGEDE | DDAUTORLTEY | ISAGOLEEAAR | 4BED | 9105 (%0 |30 | %A
Syl Defe (1O8ATSA08]1 (20MMATSN)| (ZARRTSEO0Rt)) (23881759608]) (16TO9AI000) (LT260G0R4R) LOMODSHATHY| (RLIGRSORSES)\ (SLALTOTER) IGATOAGOB) €120 | TURL |Todk |BUIL | BAlS
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Berdasarkan tabel 2.6 (T-C.24) pengelolaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan
pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2021-2026
menunjukan bahwa :

1. Rasio antara realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung sudah sangat baik
dengan rasio diatas 90%. Hal ini dapat kita lihat dari realisasi belanja tidak
langsung yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Rasio antara realisasi anggaran untuk belanja langsung cukup baik dengan rasio
diatas 85%. Hal ini dapat kita lihat dari realisasi belanja langsung yang mengalami
peningkatan namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalamim penurunan namun
penurunannya tidak selalu signifikan..

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM

Provinsi Sumatera Barat

Pada sub bab ini akan dibahas tantangan dan peluang pengembangan SKPD jangka
waktu 5 taun kedepan. Sebelum membahas tantangan dan peluang terlebih dahulu akan
dilakukan analisis renstra K/L dan renstra kabupaten/kota, analisis RTRW dan analisi
KLHS. Hal ini ini dilakukan untuk menilai keserasian , keterpaduan, sinkronisasi dan
sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD terhadap sasaran renstra dan
renstra kabupaten/kota sesuai urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.
Analisi Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Renstra K/L yang dibahas merupakan renstra Kementerian Koperasi dan UKM
serta Renstra instansi Dinas Koperasi, UMKM kabupaten/kota lingkup Provinsi Sumatera
Barat. Adapun komparasi antara sasaran yang akan dicapai provinsi, kabupaten/kota

dan K/L dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.16
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2021 - 2026 terhadap Sasaran Renstra Kementerian Koperasi, UKM

No Indikator Kinerja Capaian sasaran | Sasaran pada Renstra K/L
Renstra SKPD
Provinsi 2021-2026
1 Peningkatan nilai 5,5,% Mewujudkan koperasi yang modern
asset koperasi yang berdaulat, mandiri dan maju
2 Jumlah 15.000 orang Mewujudkan UMKM naik kelas
pertumbuhan yang berdaulat dan mampu
wirausaha bersaing di pasar domestic dan
global
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3.1

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung
oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja KUMKM
masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja KUMKM tersebut disebabkan terutama
oleh keterbatasan kemampuan KUMKM dalam bidang manajemen, penguasaan
teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan
posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif
yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan faktor
produksi.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih
kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh (1) ketidakpastian dan
ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi,
panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2)
proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi
lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan (4) masih
munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan
pungutan-pungutan baru kepada Koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan
asli daerah.

Masih terbatasnya sumber daya financial juga merupakan masalah utamabagi
usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum
dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha
mikro ini sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan.
Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi adalah masih
belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang
memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan
badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik

berkoperasi yang paling benar (best practices). Bersamaan dengan masalah
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tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan, terutama yang

ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi

perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.
Sesuai dengan Permendagri Nomor. 86 Tahun 2017, dalam perumusan isu-isu strategis
berdasarkan tugas dan fungsi memerlukan beberapa informasi antara lain : hasil analisa
gambaran pelayanan SKPD dan hasil analisis komparasi Renstra K/L dan Renstra SKPD
Provinsi.
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi
Sumatera Barat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Kualitas Kelembagaan Masih rendahnya kualitas Lemahnya kemampuan
koperasi kelembagaan koperasi dan SDM, manajemen

UMKM kelembagaan dan
pendampingan Koperasi
UMKM
Produktifitas dan Masih rendahnya kualitas, Masih rendahnya
pemasaran produk produktifitas dan pemasaran | kemampuan KUMKM dalam
koperasi produk koperasi pemanfaatan teknologi dan
digital

Masih terbatasnya akses
pembiayaan dan akses
pasar bagi KUKM
Standarisasi produk UMKM

masih rendah

SDM Koperasi dan UMKM | Masih rendahnya kemampuan | e Masih minimnya generasi

manajerial dan kewirausahaan milenial Sebagai pelaku

UMKM Koperasi dan UMKM

Disamping permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, dalam
pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM juga perlu memperhatikan

perkembangan baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional.
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3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
3.2.1 Visi, Misi dan Program Unggulan Daerah

Visi pembangunan Sumatera Barat tahun 2021-2026 merupakan implementasi
dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya
Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan. Visi pembangunan daerah
Sumatera Barat tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan
Sumatera Barat sesuai dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Makna

yang terkandung dalam visi sebagai berikut:
Masyarakat Madani

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan
kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi,
menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan
peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu
selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan

pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.
Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas
dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih
mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi

masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang
memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya
pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat
regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh
tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan
melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan

Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumatera Barat|



Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa
membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka
sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam,
dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan
pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang yang menjadi perhatian
utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi,
Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, yakni
menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif
untuk menghemat sumber daya dan energi, Keberlanjutan sosial, yakni menjamin
keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, Keberlanjutan lingkungan, yakni
dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat

dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, juga telah dijabarkan misi

pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat,

Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya saing.

Maknanya adalah bahwa Kualitas Sumberdaya Manusia yang berakhlaq mulia
menjadi prioritas pembangunan Sumatera Barat. Pendidikan merupakan pilar
utama dalam dalam membentuk mr, Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus
memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan
kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan,
pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif

dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional.

Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan,
serta kemampuan berkreativitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat
ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui

kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi.

Selain pendidikan berkualitas, misi pertama yang ingin mewujudkan sumber daya

manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan
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akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk
membuat sesuatu yang lebih bermakna,sehingga mampu berdaya saing.
membutuhkan kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai
dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik.
Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan
meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta

meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat

Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah.

Falsafah budaya Minangkabau dalam Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat
Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola
perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, Adat Basandi Syarak, Syarak
Basandi Kitabullah merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal -

vertikal maupun horizontal - horizontal.

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau
merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan
tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau
dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama,
dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang
membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui Adat Basandi

Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan

dan perikanan.

Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di
Sumatera Barat karena beberapa alasan bahwa : a) sektor ini berperan dalam
penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi
juga propinsi tetangga), b) Potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh
kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan

dalam jangka panjang.
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Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan
produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri)
dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi
teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan
dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi
oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi
yang sudah disediakan atau dihasilkan.

Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi
pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara lokal.

Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi

berbasis digital.

Misi keempat ini bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat
perdagangan dan Industri Kecil di Pulau Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki
potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu
sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk
Bayur merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui
peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam Indian
Ocean (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor

perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.
Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat
yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera
Barat untuk lima tahun mendatang disamping pertanian. Dalam konteks inilah kita

akan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata adalah
meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya
penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan.
Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan
berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun

mancanegara. Lima tahun ini kita melihat dan merasakan kemajuan ekonomi dari
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sektor pariwisata, untuk itu kita harus memperkuat melalui pembangunan
pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (Meeting, Incentive, Convention,
and Exhibition), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional
dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenitas di
Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama

di wilayah-wilayah destinasi wisata.
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan
bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang
nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman
sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari
berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan
merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan

aktivitas ekonomi).

Penyediaan infrastruktur tersebut seperti sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi,
pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur yang
wajib disediakan pemerintah Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur juga
wajib memperhatikan penataan ruang, lingkungan dan green energy agar tercipta

Sumatera Barat yang bersih, tertib dan teratur.

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih,

akuntabel serta berkualitas.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik
yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat dengan maksud untuk
menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan
bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus
didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara
berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat
nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan

fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.
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Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi
aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya
melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi
informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan
biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah
saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model
pelayanan publik dengan memanfaatkan eGovernment, namun hanya baru sekedar
menyediakan informasi tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, sudah saatnya
pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan eGovernment yang
mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan
layanan publik yang dibutuhkannya. Selama ini pemanfaatan eGovernment oleh
SKPD yang ada belum sampai pada tahapan ini. Selain itu, pemerintah daerah juga
akan mengupayakan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia ASN yang dapat
memahami, melaksanakan dan mengembangkan tugas, fungsi dan wewenangnya

sesuai dengan perkembangan masyarakat Sumatera Barat yang terus berubah.

Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk
penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandasan dalam prinsip
good and clean government. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana
menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan
keuangan yang tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah
agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya, upaya pencapaian misi ini adalah
dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir
dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang
independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas
keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan

profesionalisme aparatur.

Begitu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan
publik yang bersih, akuntabel, dan berkualitas ini harus dimulai dengan
mengintegrasikan semua program dan kegiatan ke dalam proses perencanaan,

penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi ke dalam sistem yang berbasis pada
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eGovernment. Karena bagaimana pun, efektifitas dan efisiensi manajemen
pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran serta
evaluasi pembangunan yang akuntabel. Hal lain yang penting adalah bagaimana
melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengawasi bagaimana
pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
sehingga ada sinergitas dalam rangka memperbaiki kelemahan dalam upaya

melaksanakan misi ini.

Di samping itu, ke depannya tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang
berorientasi hasil atau outcome. Bahkan dalam perkembangannya, pemerintah
daerah juga harus bisa mengembangkan orientasi kinerja ini pada manfaat dan
dampak kepada kualitas hidup yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Oleh
karena itu perlu dilakukan optimalisasi proses perencanaan berbasis program yang
mendukung pencapaian visi dan misi serta program untuk menyediakan standar

pelayanan minimum yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi tahun 2021-2026, akan diprioritaskan untuk

pembangunan program unggulan sebagai berikut :

1. Sumbar Religius dan Berbudaya

1)

2)

3)

4)

Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan
gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi

Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi
kegiatan keagamaan.

Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Propinsi sebagai
pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (education tourism).

Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan

2. Sumbar Sehat dan Cerdas

iy

2)

Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi
dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian covid-19.
Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta

peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru.
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan
pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan ber olahraga sebagai
Adaptasi Kebiasaan Baru.

Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta untuk Guru dan Tenaga Kependidikan
SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar & Tertinggal)

Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen.
Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang
Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan.

Seribu beasiswa kuliah di PerguruanTinggi terbaik di dalam dan luar negeri.
Memberikan dukungan penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas

pembangunan

3. Sumbar Sejahtera

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10 % anggaran
pemerintah provinsi untuk sektor pertanian

Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta
mandiri beberapa komoditas ternak.

Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang
pertanian

Mencetak 100 ribu milineal entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku
ekonomi kreatif

Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan
pengusaha pemula

Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan
perdagangan digital.

Membangun industry pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19
destinasi wisata unggulan.

Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional.

4. Sumbar Berkeadilan
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1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan
berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-
sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.

2) Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur
transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan
orang dan barang.

3) Mengembangkan Kota dan Kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat
& komunitas.

4) Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan
pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy),dan
tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

5) Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (e-

government).

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan
dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran
merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan
merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan
misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan
daerah dengan memperhatian visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui

beberapa tujuan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari
suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan
kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi Kkriteria specificc measurable,
achievable, relevant, time bound dan continously improve (SMART-C), maka sasaran harus
mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan
pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber

daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.
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Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan

sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Visi:
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan
No Misi Tujuan Indlkator Sasaran Indikator
Tujuan Sasaran
1. Meningkatka | Mewujudkan | IPM . Meningkatnya | AngkaHarapan
n Sumber Sumber Daya Derajat Hidup (AHH)
DayaManusia | Manusia Kesehatan
yang Berakhlak Masyarakat.
Berakhlak Mulia, Sehat,
Mulia, Sehat, | Unggul dan . Meningkatnya a. Rata-rata
Berpengetahu | BerdayaSaing Kualitas Lama Sekolah
an, Terampil Pendidikan. (RLS)
dan Berdaya b. Harapan
saing Lama Sekolah
(HLS)
. Meningkatnya | Persentase
Daya Saing Angkatan Kerja
Angkatan Kerja | Berpendidikan
Menengah
keatas
2. Meningkatka | Mewujudkan | Indeks . Meningkatnya | Indeks
n tata ABS-SBK Pembangunan Ketahanan Ketahanan Sosial
kehidupan sebagai Kebudayaan Sosial Budaya | Budaya (Dimensi
sosial Falsafah Masyarakat IPK)
kemasyarakat | Kehidupan yang
an Masyarakat Berlandaskan
berdasarkan ABS-SBK.
falsafah Adat
Basandi . Meningkatkan
Syarak- Budaya Nilai Budaya
Syarak Literasi Literasi (Dimensi
Basandi Masyarakat. IPK)
Kitabullah
3. Meningkatka | Meningkatka | 1. Persentase . Meningkatnya | a. Persentase
n nilai n Pendapatan Peningkata Pendapatan Peningkatan
tambah dan Petani n Pekebun. Pendapatan
produktifitas pendapatan Pekebun.
pertanian, Petani. b. Berkurangny
perkebunan, 2. Berkurang a Petani dari
peternakan Petani dari Kemiskinan
dan Kemiskinan (Kebun)
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perikanan

. Meningkatnya

Pendapatan
Petani.

. Meningkatnya

Pendapatan
Peternak

. Meningkatnya

Pendapatan
Nelayan.

. Meningkatnya

Ketahanan dan
Keragaman
Pangan.

Meningkatka
n usaha
perdagangan
dan industri
kecil/
menengah
serta
ekonomi
berbasis
digital

Mewujudkan
Perdagangan
dan Industri
Kecil/Meneng
ah serta
Ekonomi
Digital yg
Tangguh dan
Berdaya Saing

Kontribusi
Sektor
Perdagangan

. Sumatera

Barat Sebagai
Pusat
Perdagangan.

. Terwujudnya

Pelaku
Koperasidan
UMKM Yang
Sejahtera.

. Sumatera

Barat sebagai

Pusat Industri
Kecil/UMKM.

. Meningkatnya

Peran
Ekonomi
Digital.

Volume
Perdagangan

Jumlah Koperasi
Sehat

Rata-rata
Peningkatan
Omset UMKM

Kontribusi
Ekonomi Digital

Meningkatka
n ekonomi
kreatif dan
daya saing
kepariwisataa
n

Meningkatka
n Kontribusi
Sektor
Pariwisata
dan Ekraf
Terhadap
Perekonomia
n Sumbar

Kontribusi
Sektor
Penyediaan
Akomodasidan
Makan

Minum dlm
PDRB

. Menjadikan

Sumbar
sebagai Tujuan
Wisata yg
Unggul dan
Berdaya Saing.

. Menjadikan

Sumbar
sebagai
Pusat Ekraf.

a. Jumlah
Kunjungan.

b. Rata-rata
Lama Tinggal

Persentase
Pertumbuhan
Usaha Ekraf
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Meningkatka | Terwujudnya | Indeks Kinerja . Meningkatkan
n Infrastruktur | Infrastruktur Kualitas dan
Pembanguna | yang Handal Kuantitas
n dan Merata Infrastruktur
Infrastruktur yang
yang Terintegrasi.
berkeadilan . Meningkatkan
dan Kesiapsiagaan
berkelanjutan Menghadapi
Bencana.
. Mewujudkan
Lingkungan
Hidup
Yang
Berkualitas.
. Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
. infrastruktur
lingkup
pertanian
Mewujudkan | Meningkatnya | Indeks . Meningkatnya | a. Nilaievaluasi
tata kelola kualitas tata Reformasi kualitas tata Sakip
Pemerintahan | kelola Birokrasi kelola b. Opini
dan penyelenggar birokrasiyang Laporan
pelayanan aan bersih dan Keuangan
publik yang pemerintahan akuntabel.
bersih, daerah
akuntabel . Meningkatnya | a. Indeks
serta kapabilitas Kelembagaan
berkualitas birokrasi. b. Indeks SPBE
c. Indeks
Profesionalit
as ASN
. Meningkatnya | IndeksPersepsi
kualitas Kualitas
pelayanan Pelayanan
publik.

3.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang
Terkait Secara Langsung dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terplih

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
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Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), (Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) , yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, dalam menyelenggarakan tugas tersebut, mempunyai fungsi sesuai dengan
Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi, sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah.

3) Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup
Provinsi dan Kabupaten/Kota

4) Pelaksanaan kesekretariatan dinas
Pelaksanaan fungsi kedinansan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan

fungsinya.

Hal tersebut terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke-4 Gubernur Sumatera
Barat dalam meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta
ekonomi berbasis digital. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11
Tahun 2020, dapat digambarkan dukungan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 3.3

Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah
Dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur:
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

Misi ke-4 Gubernur dan Wakil Gubernur :
Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital

Tujuan / Indikator Indikator Urusan / Tugas Fungsi Dinas
. Sasaran .

Tujuan Sasaran Koperasi, UKM
Mewujudkan Terwujudnya 1. Laju Urusan : Koperasi dan UMKM
perdagangan dan | pelakukoperasi pertumbuhan | Tugas:
industri dan UKM yang ekonomi sub | melaksanakan urusan
kecil/menengah sejahtera sector pemerintahan di bidang Koperasi,
serta ekonomi koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
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digital yang 2. Persentase dengan Fungsi :

tangguh dan peningkatan a) Perumusan kebijakan teknis
berdaya saing pendapatan dibidang Koperasi, Usaha
pada usaha
mikro dan Kecil dan Menengah.
kecil

b) Penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan
umum bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah.

c) Pembinaan dan fasilitasi
bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah lingkup
Provinsi dan Kabupaten/Kota

d) Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh  Gubernur
sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa terkait dengan visi misi Gubernur
Sumatera Barat 2021-2026, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera
Barat mendukung pelaksanaan misi ke-4 Gubernur dalam “Meningkatkan usaha
perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital” yang
memiliki tujuan berupa “Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta
ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing.” Tujuan tersebut diukur dengan
pencapaian “Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi dan Persentase
peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil” . Adapun tujuan Pemerintah
Daerah tersebut memiliki 3 sasaran yaitu :

1)  Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan;
2)  Terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera;

3) Meningkatnya pertumbuhan investasi;
4)  Sumatera Barat sebagai pusat industry kecil dan menengah;

5) Meningkatnya peran ekonomi digital.
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3.2.4 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong yang dapat Mempengaruhi

Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM untuk mendukung
capaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang
dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat terdapat adanya faktor

penghambat dan pendorong sebagai sebagai berikut :

Tabel 3.4
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi, UKM

No. Faktor-Faktor Penghambat Faktor-Faktor Pendorong
1. Masih terbatasnya kemampuan Komitmen dari pemerintah provinsi dan
pengurus dan pengelola koperasi. kab/kota untuk melakukan pembinaan dan

menciptakan iklim yang kondusif bagi koperasi.

2. Masih terbatasnya kemampuan Komitmen dari pemerintah provinsi dan
pengurus dan pengelola koperasi. kab/kota dalam melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap USP -Kop/KSP

3. Masih terbatasnya kualitas SDM Dukungan program tata kelola koperasi berbasis
KUMKM dalam penguasaan IT. sistem informasi teknologi

4. Masih kurangnya pelatihan Dukungan pemerintah provinsi dan kab/kota
pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan akses pemasaran produk
pemasaran dan terbatasnya akses KUMKM
pemasaran

5. Masih terbatasnya kemampuan Dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan

KUMKM dalam meningkatan kualitas kab/kota dalam peningkatan kualitas produk
produk yang dihasilkan KUMKM

6. Masih banyaknya KUMKM yang belum | Dukungan pemerintah provinsi dan kab/kota
bankable. dalam memberikan jaminan kredit, pemupukan
modal sendiri dan peningkatan akses ke lembaga

keuangan lainnya.
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3.3 Telaahan Rensta Kementerian Koperasi dan UKM RI

Keselarasan perencanaan antara tingkat provinsi dan nasional merupakan salah

satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam

penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

RI. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis dalam Renstra

Kementerian Koperasi dan UKM RI terutama yang terkait langsung dengan pelayanan

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam Renstra 2020-2024 menetapkan 4 (empat)

tujuan sebagai berikut :

1.

Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern dengan Indikator

Sasaran Mewujudkan Koperasi Modern yang berdaulat, Mandiri dan Maju;

Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan
Indikator Sasaran Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu

Bersaing di Pasar Domestik dan Global;

Terwujudnya Kementrian Koperasi dan UKM yang professional dan berkinerja tinggi,
dengan Indikator Sasaran (1) menyediakan kebijakan pengembangan Koperasi dan
UMKM yang efektif, (2) menyediakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM
melalui program/kegiatan yang efektif, efesien, bermanfaat dan berkelanjutan, (3)
menyelenggarakan pengendalian pengawasan, kebijakan pengembangan koperasi
dan UMKM, (4) mewujudkan profesionalisme ASN Kementrian Koperasi dan UKM ,
(5) mewujudkan system data dan informasi pengembanagn koperasi dan UMKM
yang terintegrasi, (6) mewujudkan tata kelola pemerintah Kementrian Koperasi dan
UKM yang baik, (7) mewujudkan akuntabilitas kinerja dan anggaran Kementrian

Koperasi dan UKM yang baik.

Dari 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat adalah sasaran 1 dan 2.
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Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan

Renstra Kementrian Koperasi dan UKM Beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No. | Sasaran Menengah Permasalahan Faktor
Renstra Kementrian Pelayanan Dinas
Koperasi dan UKM Koperasi, UKM Penghambat Pendorong
Provinsi Sumatera
Barat
1. | Mewujudkan Pengembangan 1. Masih  belum [1. Nilai-nilai dan
koperasi  modern | koperasi dan UMKM maksimalnya prinsip koperasi
yang berdaulat, | yang memberikan tata kelola dapat
mandiri dan maju kontribusi yang kelembagaan menjadikan
signifikan dalam organisasi koperasi  maju
peningkatan koperasi  dan dan mampu
perekonomian UMKM membantu
daerah anggotanya
melalui  upaya
kolektif yang
produktif,
efektif, efisien
dan

2. Peningkatan

usaha koperasi

dan UMKM

3. Peningkatan
daya
produk
koperasi
UMKM

saing

dan [3.

berkelanjutan

B

Kebersamaan
dalam
pengelolaan
koperasi  akan
mengurangi
resiko
persaingan
antara anggota,
meningkatkan
posisi
terhadap pihak

tawar
eksternal dan
menghasilkan
manfaat  yang
adil

Dengan adanya

globalisasi
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perekonomian
dunia akan
menjadi peluang
bagi pelaku
Koperasi dan
UMKM yang
memiliki
kemampuan
4. Peningkatan untuk
skala usaha meningkatkan
UMKM daya saing
4. Globalisasi dan
era digital
merupakan
peluang yang
harus
dimanfaatkan
oleh UMKM
dalam
mengembangka
n usaha

2. | Terwujudnya Meningkatnya Tata
Kementerian Kelola Organisasi
Koperasi dan
UKM yang
professional dan

berkinerja tinggi

3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingungan Hidup Strategis
3.4.1 Telaahan Tata Ruang Wilayah

Dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan
mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang,
rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Provinsi
Sumatera Barat. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang
yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang,
sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata

ruang yang berlaku. Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun
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2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032.
Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan
kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara

kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Telaahan terhadap struktur dan pola ruang provinsi tidak berhubungan secara
langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan Dinas Koperasi,
UKM Provinsi Sumatera Barat, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada
analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan
ruang wilayah. Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan
pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak.
Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah: "Terwujudnya Keterpaduan Pola
Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 Melalui Pengembangan
Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan
Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan”

Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan beberapa kebijakan berdasarkan
potensi dan permasalahan penataan ruang wilayah, diantaranya:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara dan
selatan serta pusat dan pinggiran (central and fringe area);

2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder, dan tersier sesuai daya dukung
wilayah;

3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan
pengembangan wilayah;

4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi Kota Metropolitan;

5. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, dan Simpang
Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk
melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dan Pusat
Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung,
Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung,
Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota

atau beberapa kecamatan;
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6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka
menunjang perkembangan wilayah;

7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara
terpadu dengan provinsi berbatasan; dan

8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan

ekonomi daerah.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan
pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan,
rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan
yang berwawasan lingkungan. Program dan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, UKM
Provinsi tidak ada yang berimplikasi negatif secara langsung terhadap lingkungan hidup.
Dinas Koperasi, UKM merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan
pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak.
Sebagai bagian dari analisis salah satu aspek kajian KLHS yang berkaitan adalah efisiensi
pemanfaatan sumber daya alam khususnya penggunaan sumber energi listrik dan air
pada kantor Dinas Koperasi, UKM. Selain itu dirasa penting untuk mengharuskan adanya
KLHS untuk setiap penyusunan kebijakan yang berpotensi memiliki dampak kerusakan
terhadap lingkungan.

Tabel 3.6

Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi
Sumatera Barat

Permasalahan Faktor
No Telaahan Pelaylz(l:l;\(lllw Dinas Penghambat iRair
1. | Implikasi RTRW | Rendahnya akses 1. Informasi akses Dinas Koperasi
pembiayaan pembiayaan yang memfasilitasi akses
KUMKM masih terbatas pembiayaan bagi
2.Sosialisasi dan KUMKM dalam bentuk

fasilitasi sosialisasi,
pembiayaan bagi pendampingan serta
KUMKM yang verifikasi terhadap
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masih rendah usulan proposal bagi
KUMKM
2. | Implikasi KLHS - - -

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

[su-isu strategis yang dirumuskan akan menentukan kinerja pembangunan dalam
lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi
tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan
bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan,
sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat

dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Koperasi,
UKM Provinsi Sumatera Barat senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan
dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari
masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam
yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal
yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat di masa

datang.

Perumusan isu-isu strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat untuk
lima tahun mendatang didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan
penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi
Sumatera Barat; (2) gambaran pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat;
(3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Kementerian Koperasi

dfan UKM; (4) hasil telaah RTRW; dan (5) hasil telaah KLHS.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang
hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan
tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dan dalam
menentukan tujuan setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang
akan dicapai dimasa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Gubernur Sumatera Barat , Dinas
Koperasi, UKM menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan
yaitu:

“Terwujudnya Pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera”

Pernyataan Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM

disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1.
Misi, Tujuan, Indikator Tujuan
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No Misi Tujuan Indikator Tujuan Target
Kinerja
akhir
RPJMD

1 | Mewujudkan tata 1 | Terwujudnya 1 | Laju pertumbuhan 2,33
perdagangan dan Pelaku koperasi ekonomi sub sector
industry dan UKM yang koperasi
kecil/menengah serta sejahtera
ekonomi berbasis 2 | Persentase 0,7
digital peningkatan
pendapatan pada
usaha mikro dan
kecil
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4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam

rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian

untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai

dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan

yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-

2026 adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.
4,
5.

Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM
Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan dan sentra
Meningkatnya tata kelola koperasi berbasis syariah
Meningkatnya tata kelola organisasi

Meningkatnya kualitas pelayanan internal

Untuk melihat secara detail keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 di

bawah ini:
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Tabel 4.2.

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Dinas Koperasi, UKM Tahun 2021-2026

Tujuan Indikator Target Sasaran Indikator Kondisi Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
Tujuan Kinerj Sasaran Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
a Tahun
akhir 2021
RPJMD
Terwujud Laju 2,33 Meningkatn Persentase 3,76% 3,76% 4,11% | 4,45% | 4,80% 5,15% 5,5%
nya pertumbuhan ya kualitas peningkatan
Pelaku ekonomi sub koperasi nilai asset
koperasi sector dan UKM koperasi
dan UKM koperasi
yang Persentase 0,7 Persentase 1,94% 1,94% 2,14% | 2,18% | 2,23% 2,28% | 2,33%
sejahtera peningkatan peningkatan
pendapatan volume usaha
pada usaha koperasi
mikro dan Persentase 62,13% 62,13% 64,13 66,13 68,13 70,13 72,13
kecil koperasi RAT % % % % %
Jumlah UKM 5 5 5 5 5 5 5
yang bermitra
Meningkatn Jumlah 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
ya pertumbuhan
pertumbuha wirausaha
n
kewirausah
aandan
sentra
Jumlah cluster 2 2 2 2 2 2 2
OvVOoP
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Tujuan Indikator Target Sasaran Indikator Kondisi Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
Tujuan Kinerja Sasaran Awal 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
akhir Tahun
RPJMD 2021
Meningkatnya Jumlah 50 50 | 50 50 50 50 50
tata kelola koperasiyang
koperasi menjadi
berbasis koperasi
syariah syariah
Meningkatnya Nilai A Meningkatnya Nilai Evaluasi B BB BB A A BB A
organisasi akuntabilitas tata kelola Akuntabilitas (78) | (80,01)
yang kinerja organisasi Kinerja
akuntabel dan Rata-rata 89 Meningkatnya Tingkat B B B A A 90 95
melayani tingkat kualitas kepuasan
kepuasan pelayanan terhadap
terhadap internal pelayanan
pelayanan organisasi organisasl
internal
organisasi
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera
Barat adalah strategi dan kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program
prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Strategi dan
kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai
tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas
RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM. Strategi dan kebijakan dalam
Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas

RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif
tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan
pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan
strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program
yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan
baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem

manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada
Bab sebelumnya, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :
Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaam
Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran

1
2
3
4. Penguatan pengawasan dan kelembagaan usaha
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
6

Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
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Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktifiitas dan nilai tambah UMKM dan koperasi sehingga mampu
tumbuh ke skala yang lebih besar (naik kelas) dan berdaya saing

2. Peningkatan kapasitas usaha koperasi pertanian, non pertanian dan aneka usaha
serta kemitraan, promosi, jaringan pemasaran serta pemupukan modal sendiri

3. Peningkatan potensi usaha koperasi melalui pemetaan potensi usaha koperasi,
pengembangan tata kelola dan manajemen usaha koperasi

4. Peningkatan penyuluhan, pendampingan, diklat serta pengawasan

5. Peningkatan penyelenggaraan diklat, pendampingan, fasilitasi standarisasi produk,

akses permodalan, promosi, kemitraan serta pemasaran produk UKM
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Tabel 5.1.

T-C.26 Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5
Terwujudnya Pelaku | Meningkatnya kualitas Persentase peningkatan nilai | Meningkatkan produktifitas, | Peningkatan kapasitas usaha koperasi
koperasi dan UKM yang| koperasi dan UKM asset koperasi manajemen usaha, pertanian, non pertanian dan aneka usaha
sejahtera permodalan, pembiayaan serta kemitraan, promosi, jaringan
anggota dan SDM pengelola pemasaran serta pemupukan modal
dan pembina Koperasi sendiri
Persentase peningkatan Meningkatkan kapasitas Peningkatan potensi usaha koperasi
volume usaha koperasi usaha, jangkauan dan melalui pemetaan potensi usaha koperasi,
inovasi koperasi pengembangan tata kelola dan
manajemen usaha koperasi
Persentase koperasi RAT Meningkat kan tatakelola Peningkatan penyuluhan, pendampingan,
koperasiyang sesuaijati diri || diklat serta pengawasan
koperasi, berbasis sistem
informasi
Jumlah UKM yang bermitra Meningkatkan kompetensi Peningkatan penyelenggaraan diklat,
manajerial, standarisasi dan pendampingan, fasilitasi standarisasi
perkuatan produk, dan produk, akses permodalan, promosi,
pemasaran produk UKM kemitraan serta pemasaran produk UKM
Meningkatnya Jumlah pertumbuhan Meningkatkan penciptaan Peningkatan pelatihan kewirausahaan,
pertumbuhan wirausaha peluang usaha inkubasi usaha, penguatan kapasitas
kewirausahaan dan layanan usaha
sentra Jumlah cluster OVOP Meningkat kan tatakelola Peningkatan sumberdaya, permodalan

cluster OVOP serta akses pemasaran produk OVOP
Meningkatnya tata kelola || Jumlah koperasi yang Meningkatkan pencitraan Peningkatan mutu SDM, optimalisasi
koperasi berbasis syariah | menjadi koperasi syariah koperasi peningkatan pelayanan

pengawasan internal
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Meningkatnya tata kelola || Nilai Evaluasi Akuntabilitas Meningkatkan sistem || Meningkatkan kualitas kinerja aparatur
organisasi Kinerja akuntabilitas kinerja | perencana daerah
instansi
Meningkatkan tertib | Meningkatkan kualitas pelaporan dan
administrasi pengelolaan|| pertanggungjawaban

keuangan dan pelaporan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Sumatera Barat diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan,
sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang
dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat
disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, UKM Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi sebagaimana susunan organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.
Indikator Kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, UKM Provinsi
Sumatera Barat menunjukan secara langsung hasil kinerja yang akan dicapai selama 5
(lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Indikator
kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam bentuk

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersaji pada tabel berikut:
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Tabel T-C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UKM

PROVINSI SUMATERA BARAT
Data Unit Kerja
Capaian SKPD
Indikator Pada Tahun Kondisi Kinerja pada akhir | papan
i i iner i 2022 2013 2024 2025 g qqung
Tujuan Sasaran i Kode PROGRAM DAN KEGIATAN Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Avial periode Renstra (2026) e
Perencanaa
n Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
PENUNJANG URUSAN 54,490,131,980, 53,596,700,178| 56,845,120,096| 60,971,715,505, 66,244,892,931
Terwujudnya Pelaku katnya |Hilai Evaluasi UNSUR PENUNJANG URUSAN 18,090,000,000 15,072,301,000 15,787,251,000 16,627,209,500 18,151,924,325
koperasi dan UKM tata kelola Akuntabilitas PEMERINTAHAN
yang sejahtera organisasi Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase realisasi penunjang urusan 18,090,000,000 15,072,301,000 15,787,251,000 16,627,209,500 18,151,924,325 | Diskop UKM
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pemerintahan daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja 320,000,000 352,000,000 387,200,000 415,920,000 468,512,000 | Diskop UKM
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen perencanaan perangkat daerah (RKT, PKPK 80,000,000 88,000,000 95,800,000 106,480,000 117,128,000
Daerah Perubahan, RKA, RKA, RKA pergeseran, DPA Perubahan,
DPA Perubahan, Dokumen Rentra dan Renja yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian |Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan 120,000,000 132,000,000 145,200,000 159,720,000 175,692,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKFD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen evaluasi kinerja triwulan, Dokumen evaluasi 120,000,000 132,000,000 145,200,000 159,720,000 175,692,000
perangkat daerah (LAKIP, LPPD, LKPJ, laporan tahunan
Administrasi Keuangan Perangkat Tertib administrasi keuangan 7,935,000,000 8,771,801,000 9,380,251,000 9,605,007,000 9,927,665,000 | Diskop UKM
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASH Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan dalam 1 tahun 7,300,000,000 8,131,946,000 8,709,891,000 8,811,435,000 9,218,840,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas |Jasa Administrasi Keuangan 550,000,000 545,830,000 565,285,000 575,892,000 580,325,000
ASN
koordinasi dan Penyusunan Laporan laporan Keuangan, Laporan Keuangan Akhir Tahun, 35,000,000 35,275,000 42,500,000 48,950,000 53,250,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan asset akhir tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan keuangan bulanan dan semesteran, laporan 50,000,000 58,750,000 62,575,000 68,730,000 75,250,000
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran  |asset semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada | Tertib administrasi Barang Milik Daerah 50,000,000 70,000,000 77,000,000 84,700,000 93,170,000 | Diskop UKM
Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang  |Dokumen RKBMD, RKBMD-P, RKFEMD, dan RKFBMD-P 15,000,000 16,500,000 18,150,000 19,965,000
Milik Daerah SKPD
Pengamanan Barang Milik Daerah SKFD Jaminan barang milik daerah kendaraan 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000

dinas/operasional
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Data Unit Kerja
Capaian SKPD
Tujuan Sagaran | 1l Kode PROGRAM DAN KEGLATAN Indhator Kivera Progran dan Kegatan |22 1 m N 4 w5 Rond e o i M)
Sasaran Awal periode Renstra (2026) | Jawab
Perencanaa
i Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Fenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penqgandaan yang disediakan 70,000,000 77.000,000 84,700,000 93,170,000 102,487,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan  |Bafian Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang 25,000,000 7,500,000 30,250,000 1275000 36,602,500
Ferundang-undangan disediakan
Fenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar 500,000,000 550,000,000 05,000,000 65,500,000 732,050,000
Konsltasi SKFD Daerah
Pengadaan Barang Miik Daerah Persentase ketersediaan Barang Miflk Daerah 3,300,000,000 830,000,000 363,000,000 399,300,000 939,230,000 | Diskop UKM
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Fengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau | Tersedianya kendaraan dinas operasional 3,000,000,000 500,000,000 500,000,000
Lapangan
Fengadzan Mebel Pengadaan Meubeler yang diadakan 300,000,000 330,000,000 363,000,000 398,300,000 430,230,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  |Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan 2,220,000,000 2,357,000,000 1,539,150,000 1,697,567,500 2,907,160,825 | Diskop UKM
Pemerintahan Daerah perangkat daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlgh surat yang didistribusikan 20,000,000 2,000,000 24,200,000 26,620,000 9,282,000
Fenyediaan Jasa Komunikasl, Sumber Daya |- Rekening tagihan i yang i bayarkan 500,000,000 550,000,000 3,000,000 65,300,000 732,050,000
Al dan Listrik - Rekening tagihan intemet yang di bayarkan
- Rekening taghan stk yang di bayarkan
- Taquhan lisznsi zoom meeting yang dbayarkan
- Rekening taghan telepon yang di bayarkan
Fenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |- Honor FTT 1,700,000,000 1,785,000,000 1,909,950,000 2,005,447,500 1,145,828 823
- Jasa Tnstruktur Senam
- Jasa Kebersihan kantor
- Jasa Fenceramah Agama
- Jasa Pengaman Kantor
- Jasa Sopir Kantor
- Pakaian dings tenaga pengaman, tenaga cleaning
senice, tenaga sapir kantor
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lit3 Uni Kerfa
(apaan §0
. Idiator . . . Pada Tahun KondisiKnerfa pada akhir | Penanggung
Tian Sasan Kode PROGRAN DAN KEGLATAN Indikator inera Program dan Kegiatan m Ik 04 i :
J Sasaran o ] Al perode Renstra (1006) | - Jawab
Perencanaa
o (Bt R Tmet) R Taget) Ry (Tmet] Ry Tt R
Adninistrasi Kepeqawaian Perangkat  (Terth adninstrasi Kepegawaian 115,000,000 16500000 139,150,000 153,085,000 168,371,500 | Diskop UK
Daerah
Pengadian P Dves Beset Aut  Fokian s Besets Perenakapennya yang dlsedan s f30m B 530,000 150 3350
Helrgizpannz
Bimbingen Telis et Feraran | agpeda yang menglu Bt 0000 g 1000 T T g0 173800
PerundangUndangen
Adninistrasi Umum Peranglat Daerah  [Terth administresiUnum 1735,000,000 1908,500,00 2,099 350,000 1309285000 1340213500 | Diskop URM
Penyedaan fomonen Deles Komponen nsl sk Penerangen Banqurn Kaor 40000000 4 000m 4400000 33,240,000 38,000
st enevangen Bnqunan k-~~~ (g o s
PenyeaanPeslatn tn Peengzpen  Prltendan Perlengfapan Kantr ng  seian L0200 L L L0 LA 100000
Fator
Penyeaan B Logt antr At st yang dlaediaan, Nafanin dn minumn IO Lo L0 100m 141000
yang dedakan otk petemuan gy
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Data Unit Kerja
Capaian SKPD
Tujuan Sasaran Kode PROGRAM DAN KEGIATAN Indikator Kinerja Program dan Kegiatan T 022 03 204 2005 Kont!llelneqapadaakh|r Peranggung
Sasaran Awal periode Renstra (2026) | Jawab
Perencanaa
i Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Fenyedizan Barang Cetakan dan Penggandaan|Barang Cetakan dan Fenggandaan yang disediakan 70,000,000 77,000,000 84,700,000 93,170,000 102,487,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan  |Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang 25,000,000 27,500,000 30,250,000 33,275,000 36,602,500
Perundang-undangan disedakan
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar 500,000,000 550,000,000 505,000,000 665,500,000 732,050,000
Konsiltasi SKFD Dagrzh
Pengadaan Barang Mifk Daerah Persentase ketersediaan Barang Miflk Daerah 3,300,000,000 330,000,000 363,000,000 399,300,000 939,230,000 | Diskop UKM
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Fengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau|Tersedianya kendaraan dinas operasions! 3,000,000,000 500,000,000 500,000,000
Lapangan
Pengadaan Mebel Fengadaan Meubeler yang diadakan 300,000,000 330,000,000 363,000,000 399,300,000 439,230,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  |Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan 2,220,000,000 2,357,000,000 1,539,150,000 1,697,567,500 2,907,160,825 | Diskop UKM
Pemerintahan Daerah perangkat daerah
Penyedizan Jasa Surat Menyurat Jumlah curat yang didistribusikan 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000 29,282,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya |- Rekening tagihan air yang di bayarkan 500,000,000 550,000,000 505,000,000 65,500,000 732,050,000
A dan Listrk - Rekening tagihan internet yang di bayarkan
- Rekening tagihan listrik yang di bayarkan
- Taguhan lisensi zoom mesfing yang dibayarkan
-Rekening tagihan telepon vang di bayarkan
Fenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |- Honer FTT 1,700,000,000 1,783,000,000 1,908,950,000 2,005,447,300 2,145,828,825
- Jasa Instrukdur Senam
- Jasa Kebersihan kantor
- Jasa Penceramah Agama
- Jasa Pengaman Kantor
- Jasa Sopir Kantor
- Pakaian dinas tenaga pengaman, tenaga dleaning
senice, tenaga sopir kantor
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Data Unit Kerja
Capaian SKPD
. Indikator G i Pada Tahun Kondisi Kinetja pada akhir | Penanggung
Tujuan Sasaran Kode PROGRAM DAl KEGTATAN Tndikator Kinerja Program dan Kegiatan 022 03 04 025 :
! Sasaran L 4 Awal periode Renstra (2026) | Jawab
Perencanaa
0 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pemeliharaan Barang Millk Daerah Persentase Barang Millk Daerah dalam kondisi baik 2,415,000,000 656,500,000 802,150,000 952,365,000 1,107,601,500 | Diskop UKM
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan dinas aperasional yang terpelhara 290,000,000 319,000,000 350,900,000 385,990,000 424,589,000
Pemelinaraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dins Qperasiona atau Lapangan
Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan dan mesin lainnya yang di pelinara 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 161,051,000
Pemeliaraan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan |Gedung Kantor yang df pelihara 2,000,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000
Bangunan Lainnya
Pemelinaraan/Rehabilitasi Sarana dan Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpeliara 15,000,000 16,300,000 18,150,000 1,985,000 21,961,500
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Meningkatnya |Persentase Urusan Pemerintah Bidang Koperasi UKM 3,415,131,980 25,564,375,178 16,301,842,696 18,662,876,965 30,843,176,66 | Diskop UKM
kualitas peningkatan
koperasidan  |nilai asset
UKM koperasi
PROGRAM PELAYANAN IZIH USAHA 115,000,000 126,500,000 139,150,000 153,065,000 168,371,500 | Diskop UKM
SIMPAN PINJAM
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam |Jumlah koperasi yang memifi legafitas usaha 115,000,000 126,500,000 139,150,000 153,065,000 168,371,500 | Diskop UKM
untuk Koperasi dengan Wikayah
Keanggotaan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Fasiltasi Izin Usaha Sinmpan Pimjam untuk  |Persentase Fasilitasl Penerbitan in Usaha Simpan 115,000,000 126,500,000 138,150,000 153,085,000 168,371,500
Kaperasi Dengan lzyah Keanggotaan Lintas [Pinjam Kaperasi
Daerah Kabupaten/Kofa dalam 1 (satu)
Dagrah Provins
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Unit Kerja

Data
Capaian SKPD
5 Indikator ; . 3 Pada Tahun Kondisi Kinerja pada akhir | Penanggung
Tujuan Sasaran o Kode PROGRAM DAN KEGIATAN Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Awal 2022 2023 2024 2025 periode Renstra (2026) Jawab
Perencanaa
n Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

PROGRAM PENGAWASAN DAN 996,252,200 1,095,877,420 1,205,465,162 1,326,011,678 1,458,612,846 | Diskop UKM
PEMERTKSAAN KOPERAST
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi 996,252,200 1,095,877,420 1,205,465,162 1,326,011,678 1,458,612,846 | Diskop UKM
yang Wilayah Keanggotaannya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Terl Iya Bimtek p kelemt 428,947,200 471,841,920 519,026,112 570,928,723 628,021,596
Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan |koperasi
Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan
Anggota dan Masyarakat Kelembagaan Keperasi
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap | Terlaksananya Bimtek Penerapan sanksi bagi Koperasi 567,305,000 624,035,500 686,439,050 755,082,955 830,591,251
Peraturan Perundang- Undangan dan yang melanggar aturan
Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Terlaksananya Bimtek pengawasan usaha koperasi
Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha

Koperasi

Terlaksananya Review Pengawasan dan Pemeriksaan

Koperasi
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN 250,459,000 275,504,900 303,055,350 333,360,929 366,697,022 | Diskop UKM
KSP/USP KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 250,459,000 275,504,900 303,055,390 333,360,929 366,607,022 | Diskop UKM
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah Keanggotaanya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Mengukur Tingkat Terlaksananya Bimtek Penilaian Kesehatan KSP/USP 250,439,000 273,504,900 303,055,390 333,300,929 366,697,022
Kesehatan Koperasi Koperasi bagi pembina Kab/Kota Se Sumatera Barat,

Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Penilaian

kesehatan KSP/USP- Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 5,700,720,780 6,270,792,858 6,897,872,144 7,587,659,358 8,346,425,294 | Diskop UKM
PERLINDUNGAN KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan 5,700,720,780 6,270,792,858 6,897,872,144 7,587,659,358 8,346,425,294 | Diskop UKM
Koperasi yang Keanggotaannya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Ferluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, | Terfasiitasi perluasan akses pasar koperasi 2,378,331,680 2,834,200,848 3,117,627,333 3,429,390,286 3,772,329,313
Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Terlaksananya pembinaan usaha sektor riil menuju
Restrukturisasi Usaha kemitraan

Terlaksananya penataan manajemen dan perkuatan

usaha koperasi Terlaksananya restrukturisasi usaha

koperasi
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Jumlah Dokumen data keperasi yang akurat Jumlah 3,124,169,100 3,436,586,010 3,780,244 ,611 4,158,268,072 4,574,095,979

Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Koperasi baru Persentase koperasi yang diberikan
dukungan fasilitasi pendampingan/pembinaan
kelembagaan

Terfasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi
Terfaslitasina peningkatan peran koperasi syariah
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Data Unit Kerja
Capaian SKPD
Tujuan Sasaran ?:!::Ir Kode PROGRAM DA KEGIATAN Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Pad:v'\ll':run 2022 023 024 2025 K;:fi:;f ;:3;5: i:;;:;r PE"J:IEHQ;I o
Perencanaa
n Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 5,600,000,000 6,106,500,000 6,336,550,000 6,691,780,000 7,395,070,000 | Diskop UKM
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Kecil yang 5,600,000,000 6,106,500,000 6,336,550,000 6,691,780,000 7,395,070,000 | Diskop UKM
dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perfjinan, Penguatan
Kelembagaan dan Koordinasi Dengan
Para Pemangku Kepentingan
Menumbuhkembangkan UMKV untuk menjadi | Terfasilitasinya akses UMKM ke bank dan lembaga non 5,600,000,000 6,106,500,000 6,336,530,000 6,691,780,000 7,395,070,000
Usaha yang Tangquh dan Mandiri sehingga  |bank Terfasiitasinya pendaftaran merk dan sertifikat
dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan  |halal UKM Terfasilitasinya perlindungan hukum dan
Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan |konsultasi usaha bagi UKM
Ekenomi, dan P 1t i Terl ya pembelalan keterampilan bagi virausaha
bau Terlaksananya pembinaan kelembagaan UKm di
Iokasi strategis
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 10,752,700,000 11,689,200,000 11,919,750,000 12,571,000,000 13,108,000,000 | Diskop UKM
Pengembangan Usaha Kecil dengan 10,752,700,000 11,689,200,000 11,919,750,000 12,571,000,000 13,108,000,000 | Diskop UKM
Orientasi Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Menengah
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Fasilitasi perluasan pasar produk UKM sumatera barat 10,752,700,000 11,689,200,000 11,919,750,000 12,571,000,000 13,108,000,000
Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Terfasilitasinya pendampingan pusat layanan ussha
Teknologi terpadu koperasi usaha mikro kecil menengah (PLUT-
KUMKM)
Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan
produk unggulan sumatera barat
Terlaksananya pengembangan UKm kerajinan
Terlaksananya peningkatan kapasitas kewirausahaan
Meningkatnya |Indeks UPTD Balai Pendidikan dan Latihan 12,985,000,000 12,960,024,000 14,256,026,400 15,681,629,040 17,249,791,944 | Diskop UKM
kualitas dan  |perencanaan Koperasi
capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase realisasi penunjang urusan 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000 | Diskop UKM
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINST pemerintahan daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah  |Tertib administrasi keuangan 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000 | Diskop UKM
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan 80,000,000 68,000,000 96,800,000 106,480,000 117,128,000
Kantor
Penyediaan Bahan Logistik kantor yang disediakan 70,000,000 77,000,000 84,700,000 93,170,000 102,487,000

Logistik Kantor
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Data Unit Kerja
Capaian SKPD
Tujuan Sasaran IISI:;I::]T Kode PROGRAM DAN KEGIATAN Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Pad:;:?un 01 023 u4 025 K;:::éf;zg:tf: :;:;;I;r Pezi;l:\?sgj "
Perencanaa
; Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 12,835,000,000 12,795,024,000 14,074,526,400 15,481,979,040 17,030,176,944 | Diskop UKM
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 8,017,000,000 8,618,700,000 9,700,570,000 10,670,627,000 11,737,689,700 | Diskop UKM
bagi Koperasi yang Wilayah Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan  |Jumlsh peserta pelatihan Akuntans bagi pengurus dan 8,017,000,000 8,818,700,000 9,700,570,000 10,670,627,000 11,737,689, 700
Perkaperasian serta Kapasitas dan pengawas kaperasi Jumlah peserta pelatihan Akuntansi
Kompetens SOM Koperas syariah berbasis I bagi KSPPS/USPPS Koperasi
Jumlzh peserta pelatinan pengawasan koperad bagi
gerakan koperasi anggata lintas Kab./kota
Jumlsh peserta pelatihan pengawasan koperas bagi
permbing
Jumigh peserta pelatinan penquatan Kelembagaan bagi
pengurus koperasi Jumlah peserta pelatihan penguatan
pengawasan bagi pengurus/pengavias koperasi
Jumigh peserta pelatihan perkoperasian bagi generad
muda
Jumiah peserta pelatihan perkoperasian pola syariah
Jumiah peserta pelatihan sertifiasi dewan sayariah bagi
KSPPS/USPPS Koperasi
Jumiah peserta pelatinan sertifikasi kompetensi koperasi
jasa keuangan bagi pengurus/pengawas dan pengelola
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM 4,818,000,000 5,200,800,000 5,820,780,000 6,412,758,000 7,054,033,300 | Diskop UKM
yang Wilayah Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan  |Jumish peserta pelathan eksport bagi KUKM Jumlah 4,818,000,000 5,299,800,000 5,829,780,000 §,412,758,000 7,054,033,800
UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SOM | peserta pelatihan kewirausahaan bagi UKM Jumizh
Lk peserta pelatihan pengembangan usaha bagi KM di
kawasan wisata
Jumiah peserta pelatinan pengembangan usaha dan
novasi
Jumlgh peserta pelatihan pengembangan usaha UNMKM
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Dinas

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai

dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

RPJMD. Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun

2021-2026, indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mendukung

dalam pencapaian Misi ke-4 yaitu Mewujudkan tata perdagangan dan industry

kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, Tujuan ke-1

Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang mendukung

misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut diatas, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu
Tujuan dan Sasaran RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No Indikator Kondisi Target Capaian setiap Tahun Kondisi
Kinerja == 3> 2023 2024 2025 2026 | [nerja
pada pada
Awal Akhir
RPJMD RPJMD
(2021)
1 | Persentase 3,76% 3,76% 4,11% 4,45% 4,80% 5,15% 5,15%
peningkatan nilai
asset koperasi
2 | Persentase 1,94% 1,94% 2,14% 2,18% 2,23% 2,28% 2,28%
peningkatan volume
usaha koperasi
3 Persentase koperasi 62,13% 62,13% 64,13% 66,13% 68,13% 70,13% 70,13%
RAT
4 | Jumlah UKM yang - 5 5 5 5 5 5
bermitra
5 | Jumlah pertumbuhan - 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
wirausaha
6 | Jumlah cluster OVOP - 2 2 2 2 2 2
7 | Jumlah koperasiyang 50 50 50 50 50 50 50

menjadi koperasi
syariah
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BAB VIII
PENUTUP

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Barat dalam
menetapkan target pencapaian kinerja akan mempertimbangkan pencapaian yang
maksimal. Pandemi Covid 19 sangat berdampak terhadap pengembangan Koperasi dan
UMKM. Fokus pemulihan ekonomi merupakan hal yang sangat prioritas untuk

dilaksanakan pada 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Barat. Dalam pencapaian Rencana Strategi 5 (lima) tahun kedepan

Dinas Koperasi, UKM mengacu kepada rencana target yang telah disusun dalam RPJMD.

Dalam Rencana Stragtegis Tahun 2021-2026 yang memuat arah, rencana Kerja,
kebijakan, program dan kegiatan serta indicator kinerja pembangunan urusan Koperasi
dan UKM yang disusun dengan berbasi kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
dari Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Kedepan arah pemberdayaan KUKM

diharapkan benar-benar memnyentuh pemberdayaan KUKM akibat dampak covid-19.
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